[ SALINAN

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

Menimbang

Mengingat

KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_

WALIKOTA BINJAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan
Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah kota Binjai, perlu
menetapkan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata
kerja perangkat daerah Kota Binjai dan unit kerja di
bawahnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai;

Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
Lingkungan daerah Propinsi Sumatera utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang.......
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai
(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BINJAI TENTANG TUGAS, FUNGSI

DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Binjai.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7.Tugas Pembantuan.......

jdih.binjaikota.go.id



10.
11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

(3)

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah
provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

Walikota adalah Walikota Binjai.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan adalah Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Perdagangan Kota Binjai.

Unit Pelaksana Teknis adalah wunsur pelaksana kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang
terdiri dari tenaga tenaga yang memiliki keahlian dan atau ketrampilan
tertentu yang jenis, dan personilnya ditetapkan dengan Peraturan
Walikota sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala

Pasal 2

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja,
perindustrian, perdagangan dan pasar yang dipimpin oleh kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas bertugas membantu Walikota melaksanakan wurusan
pemerintahan bidang tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pasar
dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan Kota Binjai
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, tenaga kerja,
perindustrian, perdagangan dan pasar;

b. pelaksanaan Kebijakan di bidang tenaga kerja, perindustrian,
pergadangan dan pasar;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja,
perindustrian, perdagangan dan pasar;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja, perindustrian,
perdagangan dan pasar; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan

tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretaris.......
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(2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan ketatausahaan,
ketatalaksanaan, adminstrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan,
keuangan, penyusunan program, perbendaharaan, mengkoordinasikan
bidang bidang dan urusan umum lainnya.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris mempunyai fungsi:

a.

b.

(1)

perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, perencanaan
dan pelaporan serta keuangan;

pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan
aset serta evaluasi dan pelaporan;

pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program
dan kegiatan sub bagian;

mengkoordinir penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
mengkoordinir penyusunan standar operasional prosedur sesuai tugas
dan fungsi;

mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra-SKPD);

penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian
pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas;

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan
mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan;

menyusun kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas;
mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada para Kepala
Bidang untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum;

. mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian;

mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pengelolaan
keuangan dan aset;

mengelola dan mengkoordinasikan urusan perlengkapan;

melakukan pemantauan, evaluasi terhadap penyelenggaraan
administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset;

menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan
data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan;

menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LK), Perjanjian
Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);

membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan memberi saran
pertimbangan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 4

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris.
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(2)

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam lingkup administrasi Umum dan
Kepegawaian.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

(1)

(2)

(3)

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;

b. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan
dan kearsipan yang meliputi surat menyurat, ekspedisi, pencatatan
dan penyimpanan arsip;

c. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perlengkapan
dan rumah tangga yang meliputi pencatatan dan pemeliharaan
barang inventaris, pengadaan dan pendistribusian barang pakai
habis, serta penyediaan kebutuhan rumah tangga di lingkungan
Dinas;

d. menghimpun dan mengelola data kepegawaian di lingkungan
Dinas;

e. menyusun analisa jabatan dan analisa beban kerja;

f. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian
yang meliputi penyiapan berkas kenaikan pangkat, kenaikan gaji
berkala, pensiun serta pelayanan izin dan rekomendasi bidang
kepegawaian di lingkungan Dinas;

g. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;

h. menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan disiplin aparatur
di lingkungan Dinas;

i. memeriksa hasil kerja bawahan;

j- memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dalam
pembuatan tugas;

k. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan dan Program
Pasal 5

Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas membantu

Sekretaris dalam lingkup administrasi keuangan, penyusunan program

dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Subbagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;

b. menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra — SKPD);

menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan Perjanjian Kinerja (PK);

menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);

melaksanakan urusan keuangan, pembukuan keuangan, laporan

keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dinas;

menyusun dan mengusulkan anggaran belanja pegawai, anggaran

belanja rutin dan anggaran belanja lainnya;

h. menyiapkan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan
administrasi keuangan;

th D QO

0

i.menyusun......
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

i. meyusun laporan keuangan;

j- mempersiapkan, menghimpun, mengolah dan menganalisa data
sebagai bahan acuan dalam menyusun program kerja dinas;

k. melakukan koordinasi dengan bagian-bagian dalam rangka
penyiapan bahan-bahan untuk menyusun laporan kinerja instansi
dan laporan kedinasan lainnya;

1. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian
keuangan dan program; dan

m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Ketenagakerjaan
Pasal 6

Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas membantu dan

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang berkaitan dengan

bidang ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Ketenagakerjaan mempunyai fungsi:

menyusun program dan kegiatan ketenagakerjaan;

perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagakerjaan;

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketenagakerjaan;

melaksanakan perluasan kesempatan kerja dan pemagangan;

melakukan penempatan dan informasi pasar kerja;

melakukan pelatihan tenaga kerja, perizinan dan sertifikasi lembaga

latihan kerja;

melakukan hubungan industrial dan persyaratan kerja;

mengevaluasi perselisihan hubungan industrial dan pembinaan

organisasi pekerja dan pengusaha,;

i. merencanakan, mengevaluasi persyaratan kerja dan jamsostek;

j- melakukan perencanaan hubungan industri;

k. mengkoordinir tugas seksi pelatihan produktivitas kerja, seksi
hubungan industrial persyaratan kerja dan seksi penempatan tenaga
kerja;

1. menilai hasil kerja bawahan;

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

mo a0 o

SES

Paragraf 1
Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja
Pasal 7

Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang.
Kepala Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang wurusan pelatihan
produktivitas kerja.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi:
a. merencanakan program dan rencana kerja;
b. menyusun perencanaan ketenagakerjaan;

c.menyusun......
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(1)

(2)

(3)

(1)

c. menyusun program kegiatan penyebarluasan informasi pasar kerja
pelayanan dan konsultasi antar kerja, pengembangan antar kerja
dan perluasan kesempatan kerja serta pembinaan bursa kerja;

d. menyusun dan melaksanakan program kegiatan pelatihan dan
produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan
kerja dan pemagangan serta penyuluhan jabatan;

e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
latihan / kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan swasta,
pemerintah dan perusahaan di bidang ketenagakerjaan;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja
Pasal 8

Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. urusan hubungan industrial

persyaratan kerja.

Kepala Seksi Hubungan Industrial Persyaratan Kerja mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang urusan hubungan

industrial persyaratan kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Hubungan Industrial persyaratan kerja mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan kerja;

b. melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk teknis terhadap
pelaksanaan hubungan industrial, persyaratan kerja dan
pengawasan ;

c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan
hubungan industrial bagi organisasi pekerja dan organisasi
organisasi pengusaha ;

d. melaksanakan pembinaan penanganan perselisihan hubungan
industrial ketenagakerjaan di tingkat pemeratan antara pihak
pengusaha dengan pekerja;

e. melaksanakan bimbingan penyuluhan pembuatan peraturan
perusahaan, pembuatan perjanjian kerja bersama, pembuatan
perjanjian kerja dan pengupahan;

f. pelaksanaan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan penerapan standar-
standar penyelenggaraan perlindungan dan pengawasan
ketenakerjaan sesuai sesuai ketentuan dan standar yang ditentukan;

g. pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan dan lingkungan kerja,
norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek),
keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja khusus, sesuai
ketentuan standar penerapan sistem manajemen kesehatan
keselarasan kerja (SMK3);

h. mempersiapkan pemberian izin yang berhubungan dengan norma
kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 3
Seksi Penempatan Tenaga Kerja
Pasal 9

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang.

(2)Kepala Seksi......
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang urusan penempatan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. merencanakan program dan rencana kerja;

b. melaksanakan penyelenggaraan pelattihan dan  peningkatan
keterampilan terhadap pencari kerja dan instruktur;

c. mempersiapkan standarisasi, tes kualifikasi serta pelatihan kerja
swasta dan perusahaan di bidang ketenagakerjaan;

d. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemagangan;

e. melaksanakan pendayagunaan tenaga kerja melalui pengembangan
dan perluasan kerja;

f. melaksanakan pemberian izin dan pembinaan penempatan tenaga
kerja;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat
Bidang Perindustrian
Pasal 10

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala
Dinas.

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Kepala Dinas di bidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksdu pada ayat (2),

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

a. menyusun program dan rencana kerja;

b. melaksanakan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri;

c. melaksanakan pembangunan SDM industri, wirausaha industri,
tenaga industri, pembina industri dan konsultan industri;

d. mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri;

e. melaksanakan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan
potensi Industri Kecil Menengah, peningkatan daya saing,
standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan
wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh
lapangan, konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan
teknis dan pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta
promosi industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah
agro, kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam,
mesin, alat transportasi serta elektronika dan telematika;

f. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pemberdayaan
potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya saing, dan
standardisasi industri dan teknologi industri, konsultan, sentra dan
unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan pembiayaan, keterkaitan
dan hubungan kemitraan, serta promosi industri dan jasa industri
pada industri kecil dan menengah agro, kimia, barang galian non
logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat transportasi, serta
elektronika dan telematika;

g.melaksanakan.......
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g.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan
pemberdayaan potensi industri kecil dan menengah, peningkatan daya
saing, standardisasi industri dan teknologi industri, penumbuhan
wirausaha, pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh lapangan,
konsultan, sentra dan unit pelayanan teknis, bantuan teknis dan
pembiayaan, keterkaitan dan hubungan kemitraan, serta promosi
industri dan jasa industri pada industri kecil dan menengah agro,
kimia, barang galian non logam, tekstil dan aneka, logam, mesin, alat
transportasi, serta elektronika dan telematika; dan

.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Industri Kecil Menengah Pangan,
Barang dari Kayu dan Furnitur
Pasal 11

(1) Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur
dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2) Kepala Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan
Furnitur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Perindustrian urusan industri kecil menengah pangan, barang dari kayu
dan furnitur.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Seksi Industri Kecil Menengah Pangan, Barang dari Kayu dan Furnitur
mempunyai fungsi :

a.

menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
pengembangan industri kecil dan industri menengah pangan, barang
dari kayu, dan furnitur;

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian
informasi industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari
kayu dan furnitur;

mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan
industri daerah kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan
pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, promosi industri dan
jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri
dibidang industri kecil dan industri menengah pangan, barang dari
kayu dan furnitur;

. mempersiapkan penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria

di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri
menengah pangan, barang dari kayu dan furnitur;

mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perencanaan, data dan informasi industri kecil dan industri menengah
pangan, barang dari kayu dan furnitur;

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan
Pasal 12

(1) Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan

dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2)Kepala Seksi.......
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Kepala Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan

Kerajinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Perindustrian urusan Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang,

Aneka dan Kerajinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Industri Kecil Menengah Kimia, Sandang, Aneka dan

Kerajinan mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
pengembangan industri kecil dan industri menengah kimia, sandang,
aneka, dan kerajinan;

b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian
informasi industri kecil dan industri menengah kimia, sandang,
aneka, dan kerajinan;

c. mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan
industri kota, kebijakan industri daerah, penyebaran dan pemerataan
industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana
dan prasarana industri, pemberdayaan industri, penumbuhan
wirausaha, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa
industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang
industri kecil dan industri menengah kimia, sandang, aneka dan
kerajinan;

d. mempersiapkan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria
di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan
menengah kimia, sandang, aneka dan kerajinan;

e. mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perencanaan, data dan informasi industri kecil dan menengah kimia,
sandang, aneka dan kerajinan; dan

f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan
Alat Angkut
Pasal 13

Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, dan Alat Angkut
dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam,Mesin, Elektronika

dan Alat Angkut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Bidang Perindustrian urusan industri kecil dan menengah logam,

mesin, dan alat angkut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika

dan Alat Angkut mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
pengembangan industri kecil dan industri menengah logam,
mesin, elektronika, dan alat angkut;

b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian
informasi industri kecil dan industri menengah logam, mesin,
elektronika dan alat angkut;

c.mempersiapkan........
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(1)

(2)

(3)

mempersiapkan perumusan dan pelaksanaan rencana
pembangunan industri kota, kebijakan industri daerah,
penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya
industri, pembangunan sarana dan prasarana industri,
pemberdayaan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan
fasilitasi  industri, promosi industri dan jasa industri, serta
kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri kecil
dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut;

d. mempersiapkan penyusunan norma, standard, prosedur, dan
kriteria di bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil
dan menengah logam, elektronika dan alat angkut;

e. mempersiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang perencanaan, data dan informasi industri kecil dan
menengah logam, mesin, elektronika dan alat angkut; dan

f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan
Pasal 14

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Kepala Dinas di bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;

b. mempersiapkan Standar Operasional Prosedur pada setiap
pelaksanaan tugas;

c. mempersiapkan konsep tentang pemberian izin usaha
perdagangan;

d. merumusan dan penetapan kebijakan di bidang perdagangan;

e. mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
perdagangan;

f. mempersiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan
penjabaran kebijakan teknik, pemberian bimbingan di bidang
perdagangan;

g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan memonitoring,
mengevaluasi izin perdagangan barang kategori dalam
pengawasan SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk
pengecer, penjualan langsung;

h. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, pemberian izin
dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana
perdagangan (pasar/toko modern dan gudang), dan sarana
penunjang perdagangan (jasa pameran, konversi dan seminar
dagang) skala lokal;

i. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan
fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dalam pangan;

j. menyelenggarakan pembinaan/pengawasan metrologi legal, serta
mengadakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam keadaan
terbungkus dan sistem internasional;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan
sebagai pertanggungjawaban; dan

l.melaksanakan........
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(1)

(2)

(3)

(1)

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai tugas dan fungsinya;

Paragraf 1
Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
Dalam dan Luar Negeri
Pasal 15

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar

Negeri dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan

Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Perdagangan wurusan Pembinaan dan Pengembangan

Perdagangan Dalam dan Luar Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam dan

Luar Negeri mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;

b. menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan pemberian
kepastian perusahaan terhadap usaha perdagangan;

c. menyelenggarakan promosi dagang melalui pameran dagang
nasional pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk
ekspor unggulan yang terdapat pada satu daerah kabupaten/kota;

d. menyelenggarakan kampanye pencitraan produk ekspor skala
daerah provinsi daerah kabupaten/kota;

e. menerbitkan Surat Tanda Daftar Waralaba (STPW) untuk
penerima waralaba dalam/luar negeri dan penerima waralaba
lanjutan dalam/luar negeri;

f. menghimpun dan mengumpulkan data untuk bahan-bahan
sosialisasi dan penerbitan surat keterangan asal barang tingkat
kota;

g. melaksanakan pembinaan operasional reparatir dan penyuluhan
dalam pengamatan alat-alat wukur, takar timbang dan
perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standard
ukuran dan laboratorium Metrologi Legal dari pemerintah yang
didasarkan rekomendasi Provinsi;

h. menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan SDM
Metrologi skala kota;

i. menyelenggarakan penyuluhan dan pengamatan barang dalam
keadaan terbungkus;

j- melakukan pengawasan dan penyelidikan tindak pindana undang-
undang metrologi legal;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas tentang Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri sebagai
pertanggungjawaban; dan

a. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen
Pasal 16

Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(2)Kepala Seksi.......
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(2)

(3)

(1)

(2)

Kepala Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang wurusan
Kemetrologi dan Perlindungan Konsumen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen mempunyai

fungsi :

a. pemeriksaan  fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan
pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan
berbahaya di tingkat kabupaten/kota;

b. pemeriksaan dan pengawasan izin usaha perdagangan minuman

beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung
di tempat;

c. pengawasan pupuk dan pestisida tingkat daerah kabupaten/kota
dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan
penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerja Kota Binjai;

d. bertanggung jawab atas pelaksanaan metrologi legal dan
perlindungan konsumen berupa tera, tera ulang dan pengawasan;

e. tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud pada point d meliputi
kegiatan pemeriksaan, pengujian dan pembubuhan tanda tera pada
alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) barang
dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan ukuran,
penyuluhan, pengamatan dan penyidikan tindak pidana metrologi
legal;

f. menyampaikan laporan metrologi legal kepada Kepala Dinas yang
membidangi kemetrologian dan perlindungan dengan tembusan
Direktur Metrologi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang
memuat informasi;

g. data dan evaluasi tera/tera ulang, pengawasan alat-alat timbang
takar dan perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian
standard ukuran dan laboratorium metrologi legal dari pemerintah
yang didasarkan rekomendasi Provinsi;

h. menyelenggarakan dan membina serta mengendalikan Sumber
Daya Manusia Metrologi Skala Kota;

i. melakukan pengawasan dan penyelidikan tindak pidana
undang-undang metrologi legal;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas tentang usaha
perdagangan dan metrologi sebagai pertanggungjawaban; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Bidang
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengelolaan Pasar
Pasal 17

Seksi Pengeloalaan Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugasi dalam
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang urusan pengelolaan
pasar.

(3)Dalam.......
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(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan;

b. melakukan pengelolaan dan penerimaan pendapatan pasar;

c. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan memberi
perlindungan, pemeliharaan pasar dalam menjaga ketertiban dan
keamanan pasar;

d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam
pengelolaan kebersihan dan pemeliharaan pasar;

e. melaksanakan kegiatan dibidang penetapan tarif retribusi pasar,
kebersihan pasar dan perparkiran di kawasan pasar;

f. mengkoordinir semua penyelenggaraan pungutan retribusi pasar,
kebersihan pasar dan perparkiran pasar;

g. membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai
dengan standard akuntabilitas keuangan;

h. menyiapkan karcis-karcis, formulir-formulir, dan surat-surat
penagihan retribusi pasar serta jenis-jenis pendapatan lainnya;

i. melaksanakan pemantauan fungsi pasar tradisional dan pasar
modern;

j- memberikan arahan kepada para pedagang agar menjaga
penggunaan fasilitas yang ada sesuai ketentuan yang ditetapkan;

k. melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar;

l. membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan pasar sesuai
dengan standar akuntabilitas keuangan;dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 18

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan
Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB 1V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

a. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan dapat
ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi
yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

b. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Perdagangan
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Tenaga
fungsional senior yang ditunjuk.

e. Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.

f.Jenis........
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f. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dari
kelompok fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, intregrasi
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi dilingkungan Pemerintah daerah Kota Binjai serta
dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan
bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta
menyiapkan laporan berkala tepat waktunya.

(S) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan
penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi
bertanggungjawab masing-msing dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat berkala.

(8) Dalam memperlancar tugas masimg-masing pimpinan organisasi
dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan,
pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf
dilingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.

(9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan
terhadap kedisiplinan dan peningkatan kwalitas sumber daya pegawai
pada bawahannya.

(10) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya
sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai

I?;gﬁ'; ?:gﬁge}‘l‘ﬁ;’;ﬁli“ya pada tanggal 18 Nopember 2016
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI
2 WALIKOTA BINJAI

/ESW ttd

OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 18 Nopember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
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